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PUTUSAN
Nomor: 1041/Pdt.G/2013/PA.Tmk
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan
mengadili  perkara tertentu pada tingkat pertama, telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini
memberikan kuasanya kepada Advokat Dberdasarkan
Surat Kuasa Khusus vyang telah didaftar dalam
register kauasa Nomor : 987/Reg.K/2013/PA.Tmk.
tanggal 16 Agustus 2013 selanjutnya disebut
“PEMOHON" ;

L AWAN

TERMOHON, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, selanjutnya

disebut “TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan semua saksi di depan

sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA
Bahwa pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 29 Juli

2013 yang didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 1041/

Pdt.G/2013/PA.Tmk. Tanggal 15 Agustus 2013 yang pada pokoknya

telah mengajukan dalil dengan tambahan dan perubahan sebagai

berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal
XXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum
pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul
layaknya suami istri dalam keadaan rukun dan harmonis serta
dan dikaruniai 1 orang anak ;

3. Bahwa akan tetapi keadaan tersebut di atas tidak
berlangsung terus sebab perkiraan sejak bulan Juli tahun
2012 keadaan rumah tangganya mulai goyah karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
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sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah
selama kurang lebih 6 bulan lamanya;

4. Bahwa vyang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran tersebut disebabkan

a) Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada

kecocokan dan sudah tidak ada saling pengertian di
dalam membina rumah tangga, sehingga timbul
perselisihan dalam membina rumah tangga;

b) Termohon tidak menerima keadaan Pemohon vyang tidak

mampu/ kurang memberi nafkah;

5. Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga telah berupaya
untuk bersabar dan meminta penasehatan pada orangtua serta
pihak lain namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas
menyebabkan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan
hidup berumah tangga dengan Termohon karena apabila
dilanjutkan akan menimbulkan permasalahan yang
berkepanjangan, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk
memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua
pilihan yang ada;

Bahwa Dberdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut
diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Tasikmalaya berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili
serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan/

menjatuhkan ikrar talak satu yang kesatu terhadap Termohon;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cg. Majelis
Hakim berpendapat lain, dalam peradilan vyang Dbaik, mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasakan kepada Advokat
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2013, dan
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya dengan Nomor : 987/Reg.K/2013/PA.Tmk. tanggal 16
Agustus 2013;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
vang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di
depan sidang, tetapi termohon tidak datang menghadap dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut
berita acara panggilan dari Jurusita 21 Agustus 2013 Nomor:

1041/Pdt.G/2013/PA.Tmk., tanggal 03 September 2013 Nomor:
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1041/Pdt.G/2013/PA.Tmk dan tanggal 24 September 2013 Nomor:
1041/Pdt.G/2013/PA.Tmk yang dibacakan di depan sidang telah
dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon
melalui kuasanya agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam
rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan
pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan
dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil dalam permohonannya
telah mengajukan alat bukti berupa: Fotocopy Kutipan Akta
Nikah Nomor : XXXX Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, telah
bermaterai cukup dan dicocokan dengan aslinya, kemudian diberi
tanda alat bukti (P1);

Bahwa atas alat bukti tersebut, Pemohon menerima dan
membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut, Pemohon juga
telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu:

1. SAKST T

® Bahwa saksi sebagai paman kenal dekat dengan Pemohon dan
Termohon;

® Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang
semula rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 orang anak ;

e Bahwa sejak bulan Juli 2012 mulai goyah sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah
ekonomi, yakni Pemohon kurang memberi nafkah ke-pada
Termohon namun Termohon tidak menerima dengan keadaan
Tersebut;

®¢ Bahwa akibat dari pertengkaran itu Pemohon dan Termohon
berpisah rumah kurang lebih selama 6 bulan;

® Bahwa saksi telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah
tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

®¢ Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima

dan membenarkannya;

2. SAKSI TII
® Bahwa saksi sebagai sepupu kenal dekat dengan Pemohon dan

Termohon;
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®¢ Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang
semula rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 orang anak ;

® Bahwa sejak bulan Juli 2012 mulai goyah sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah
ekonomi, vyakni Termohon menuntut diluar kemampuan
Pemohon;

® Bahwa akibat dari pertengkaran itu Pemohon dan Termohon
berpisah rumah kurang lebih selama 6 bulan;

® Bahwa saksi telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah
tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

® Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima
dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya dan
menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi serta mohon
putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditujukan
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara
persidangan perkara ini, yang merupakan Dbagian vyang tak

terpisahkan dari putusan ini;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati
Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah
tangganya dengan Termohon, akan tetapi wusaha tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di
depan sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya,
sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan
sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon beralasan
dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara
resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan
tidak hadir, dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkara
ini dapat diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir
di persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis tidak dapat
memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena
salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak

berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana
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maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dbukti surat P.1 harus
dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah
terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam
pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan sidang
dan dihubungkan dengan keterangan saksi, maka majelis hakim
dapat menemukan fakta;

® Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang
semula rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 orang anak,
namun sejak bulan Juli tahun 2012 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran vyang disebabkan masalah
ekonomi, vyakni Pemohon kurang memberi nafkah ke-pada
Termohon namun Termohon tidak menerima dengan keadaan

Tersebut;

® Bahwa akibat dari pertengkaran itu Pemohon dan Termohon
berpisah rumah kurang lebih selama 6 bulan;

® Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha
menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dengan
tergugat namun tidak berhasil;

® Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan
untuk bercerai;

® Bahwa Pemohon bermaksud untuk menceraikan Termohon dan
mohon 1izin ke Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk ikrar
menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,
Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah, namun
karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan
tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga
vang bahagia, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis
Hakim Dberpendapat permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi
maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun
1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan
firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Bagarah ayat 227, yang
artinya sebagai berikut; “"Dan jika mereka berazam (berketetapan
hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak
mungkin lagi untuk didamaikan dan dirukunkan kembali

sebagaimana suami istri, maka sesuai maksud pasal 39 ayat (1)
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Undang-undang nomor 1 tahun 1947 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-
undang nomor 7 tahun 1989, Jjo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Islam, permohonan pemohon tentang izin ikrar talak dapat

dikabulkan;
Menimbang, bahwa perkara 1ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1)

Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun
2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu
raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Kota Tasikmalaya;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

466000, - (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal
30 September 2013 Masehi bertepatan dengan 25 Dzulga'dah 1434
Hijriyah, oleh kami H. M. JAZULI, S.Ag sebagai Hakim Ketua
Majelis serta ASEP, S.Ag.,MH dan RATU AYU RAHMI, SHI masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan
MOHAMMAD  RAMDANTI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,
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H. M. JAZULI, S.Ag
HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

ASEP, S.Ag.,MH RATU AYU RAHMI, SHI

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMMAD RAMDANI, SH.

Perincian Biava:

Pencatatan : Rp. 30.000, -

Biaya Proses : Rp. 50.000, -

1
2
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000, -
4. Redaksi : Rp. 5.000, -
5

Materai : Rp. 6.000,— +

Jumlah : Rp. 466.000, -

(empat ratus enam puluh enam ribu

rupiah)
Catatan :
. Putusan ini diberitahukan kepada Termohon tanggal ...............

U Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal ...............
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